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KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : o /KPN.W29.U2/KP4.1.3/1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang
vang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian
gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten;

Bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana
korupsi, kolusi dan nepotisme di Pengadilan Negeri Pandeglang, dan
mewujudkan good governance amanah, transparan dan akuntabel, maka perlu
dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pengadilan Negeri

Pandeglang, Banten;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;
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12.

13.

14.
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16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Kesederhanaan Hidup;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua
Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan
Juru Sita;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008-
A/SEK/SK/1/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG;

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki

tugas yang terdiri dari :

a.

Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan
gratifikasi dari hakim dan aparatur pengadilan;

Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal
hakim dan aparatur pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;

Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri
melalui aplikasi Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi / aplikasi
GOL KPK;

Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal Pengadilan

Negeri Pandeglang dan pihak eksternal di Kabupaten Pandeglang, Banten;
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e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di
satuan kerja;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja

secara periodik kepada UPG tingkat banding (Pengadilan Tinggi Banten),

Pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi terdiri atas :

a. Laporan Semester I dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan 30 Juni tahun berjalan; dan

b. Laporan tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

31 Desember tahun berjalan;

Pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi minimal memuat informasi :

a. Ringkasan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;

b. Struktur unit pengendalian gratifikasi;

c. Rekapitulasi penerimaan atau penolakan gratifikasi di satuan kerja berdasarkan
jabatan, jenis gratifikasi, perkiraan nilai gratifikasi dan pemberi gratifikasi;

d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;

e. Hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di satuan kerja memuat
informasi kendala, efektivitas pengendalian, serta hasil pemetaan layanan dan
jabatan rentan gratifikasi;

f. Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pandeglang dan UPG tingkat banding (Pengadilan Tinggi

Banten);

Penyampaian laporan oleh UPG Pengadilan Negeri Pandeglang kepada UPG
Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli untuk laporan
semester I, dan 5 Januari untuk laporan tahunan, apabila hari tersebut bertepatan

pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya;

Pelaporan kepada UPG Pusat (Mahkamah Agung Republik Indonesia) dilaksanakan
secara  elektronik  oleh  petugas pelaporan melalui e -~ mail
upg.bawas@mahkamahagung.go.id  dengan  subjek  “Laporan  Pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi Semester / Tahunan 20XX <nama satuan kerja>";

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang
beranggotakan sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Ketua UPG;

2. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Anggota UPG;

3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Anggota UPG;

4. Iskandar Dzulgornain, SH.,MH sebagai Anggota UPG;

5. Firdaus Aryansyah, SH.,MH sebagai Anggota UPG;

6. Satria Ari Wibowo, A.Md sebagai Sekretaris UPG;

7. M. Aripudin sebagai Petugas Pelaporan UPG;




Ketujuh

Kedelapan

Kesembilan

Kesepuluh

Untuk menyediakan informasi lebih lanjut mengenai anti gratifikasi di satuan kerja
Pengadilan Negeri Pandeglang, bisa menghubungi Person in Contact (PIC) pada
nomor Whatsapp 0896 3659 5354 (Bapak Satria Ari Wibowo);

Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku maka, surat keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Pandeglang Nomor 47/KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025 tanggal 19 Mei 2025,
tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Pengadilan Negeri
Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan

dilakukan diperbaikan sebagaimana mestj

: Pandeglang
4 Januari 2026




Lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pandeglang tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor . 4/ /KPN.W29.U2/KP4.1.3/1/2026
Tanggal . A Januari 2026

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI
DARI WEBSITE APLIKASI GOL KPK
https://gol.kpk.go.id/dokumen/

Halaman Satu :

LAPORAN GRATIFIKASI

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka
Formulir ini berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 14681 fﬁ\ul\m

Komisi Pemb Korupsi

PENGERTIAN GRATIFIKASI

. mu:aynmuamumnu “Setap gratifikasi kepada pegawai neger! atau penyelenggara negara dunggap I, apabily dengan
¥ ya dan berl dengan Stau tugasnya”;
mmluwmuwm Guu\luummmudﬁmammymnﬂmmﬁuunumumlmwmmum pinjaman tanpa
bungs bet fTasi Grapan, p wisata, dan faslitas lannya. Gr baik yang dalam negeri maupun
@ luar negen dan yang dengan tanpa sarana

“TATA CARA PELAPORAN

« Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002: "Setiap pegawai negeri atau peryelenggara negan yang gratifikasi wajib melap pada Komisi Korupsi®,

+ Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalsm persturan pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK.

* Pelapor wajib ikan data dan inf terkait lapor, secara berar dan lengkap:

-uwmurm«mmmmmmmnmmm terhitung sejak tanggal gratifikas tersebut diterima dan dilaporkan dengan

P terkait penerimaan gratfikas (Pasa 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 16 UL Nomor 30 Tahun 2002)

. upuanaﬂmmmmnmmimmptmmqaw&m:mwmm tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar,
diketahu sedang tinddak pidana cleh aparat penegak hukum, diketahul telah menjad temuan pengawas internal di instansi
Mmammwmmwmmmmmwammtmmm lalut P Status

= KPK dapat meminta kepada Palapor untuk ) uang tehagas kompe atat barang g yang ditetapkan menjadi milik Negara tebesar sobetsr
nilai yang pada Surat Pimpinan KPK;

= Pelapor Gratifikas waph Wutl Surat Ketet ep fikast yang d menjadi milk Negara v dalam waktu 7 (tujul kerja
sejak ditetaphan,

Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui: Harap sortakan lape g da deng: p g yang
g « Online  [3esusi tautan resmi pelaporan daring gratifikas relevan sesuai peristiwa panerimaan gratifikasi, antara lain:

KPK) {scan QR Code); * Fo Objek oh weantban)
« Email  isi dan kirim formubic melalul email * Surat Tugas/ e » gor

pelaporan. gratifikasi@kpk.go.id; * Bukkti Perjalanan: T sspor/Visa
wSurat : Dirsktorat Gratifikasi, mmnﬂuﬂTmmmmﬂnm

Kamisi Pemberantasan Korupsi, Khusus Laporan terkait peristiy adat/

Gedung Merah Putih, nlml-hm

L KUNINGAN FErSana Kav.a, K1, 1/HW.S, >Hp O Keluarga

Jakarta 2950

Kec. Setiabudi, Kota, Selatan, 1 -mm»m 000.000,00 dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
= Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wy dis! [Pl satah satu)

Kerahasiaan Laporan ] Pribadi & Rahasia ®elapor dashasiskan dan UPG) Tembuskan ke UPG

Jenis Laporan ©  Laporan Penerimaan Laporan Penoclakan

ADeNTmASPEAPOR R

1. Nama Lengkap

2. Nomor Induk Kependudukan

3. Tempat Lahir

4. Tanggal Lahir
5. Nama Instansi dan Unit Kerja
6. Jabatan/Pangkat/Golongan

7. Alamat Email Penerima :
(catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen - - - = —==
terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan
disampaikan ke email ini}

B. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)

Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

9. Nomor HP

10. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi
(Guina Memparmudah Proses Penanganan | aparan)




Halaman Dua :

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
Lembar ini bisa diperbanyak sesual kebutuhan

Sehanihnya waph disi *) P salah satu

Nama Lengkap Pemberi
Instansi Pemberi

Alamat Lengkap Pemberi

B owom

Hubungan Pember|-Penerima Gratifikasi * Merupakan pemberian dalam keluarga
Penyedia Barang & jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan
Antara sesama Pegawal di lingkungan internal instansi
Identitas Pember ticak diketatuil
Lainmya, sebutkan

5. Alasan Pemberian

Selurubira wagib diisi *) Pilih salish satu

1. Peristiwa terkait Gratifikasi * Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tahun
Pemberian terkan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksn
Pemberan tidak terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungs! (Tupoksi)
Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musibalvbencana
(Kewajiban pelaporan terkait peristiwa ini jika terdapat objek penerimaan gratifikasi besnilal lebib
dari Rp1.000.000,00 setiap pemberian per orang)
[ tasi/Manfaat dori Kop diah Undian stau Langsung
Lainnya, sebutkan

2. Lokasi Objek Gratifikasi © 1 Disimpan Pelapar
Dititipkan di UPG
Datitiphian di KPK thanya dapat diri oleh Petugeas KPK)
Lainnya, sebutkan

3. Jenis/Objek Gratifikasi * o || thdangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berkaky
Karangan Bunga/Cindera mata/Plakat/Barang dengan logo instans: Pemberi
Barang lainnya, sebutkan, "
Tiket perjalanar/Fasiitas penginapan/Fasilitas lainnya, \rbullmn
Lang/ALst tukar Lrinnya, sebutkan

4. Uralan Jenis/Objek Gratifikasi
(rbeskripm detad objek gratficsi jenis, bentus
merek, labun pembuatan, warna, dil)

5. Nilai Nominal/Taksiran
s pataiperki amn Sondin)

Selurutirys g dis

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi
2. Tanggal Lapor UPG (ks lapor metah UPG)
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi

4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagal kompensasi atas barang yang diterimanya

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK, Permintaan kompensasi yang telah Ya Tidak
mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.
Laporan g ini saya I dengan seben, Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut
atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan mmjm mllul negara. Apabila ada yang sengaja. Mu}lhpwkmmuyauwmmm
secara tidak benar, maka saya 1 secara hukum sesual dengan yang berlaku dan
harsedia memberikan l-t-nn'nn lebih lanjur
Pelapar.




